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BAB I  
PENDAHULUAN 
  
1.1 Latar Belakang 
 United Nations Departement of Economic and Social Affairs 
(UN DESA) PBB menyatakan bahwa sejak tahun 1950 dunia secara 
global  tengah mengalami transisi demografi yang kian cepat sebagai 
 implikasi dari kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan, 
 penurunan tingkat kesuburan  dan kematian, serta peningkatan jumlah 
 populasi tua yang sangat signifikan setiap tahunnya (International, 
Ageing in the Twenty-First Century : A Celebration and A Challenge, 
2015, p. 21) . Global Age Watch mencatat bahwa di tahun 2020 jumlah 
populasi yang berusia  melampui 60 tahun akan melewati angka 1 miliar, 
dan pada tahun  2050  diproyeksikan akan mencapai angka 2 miliar 
(Watch, 2015). Help Age International menegaskan, bahwa booming 
lansia merupakan tantangan sekaligus perayaan bagi masyarakat global. 
Tantangan yang akan dihadapi melingkupi berbagai aspek kehidupan.  
Pertambahan populasi lansia yang demikian cepat memiliki 
 implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan pada tingkat individu, 
 keluarga, dan masyarakat. Ini juga memiliki konsekuensi dan peluang 
 penting bagi pembangunan suatu negara. Meskipun persentase orang tua 
 saat ini jauh lebih tinggi di negara maju, laju penuaan penduduk di 
negara  berkembang jauh lebih cepat dan transisi mereka dari struktur 
usia muda ke usia tua akan terjadi pada periode yang lebih pendek. Help 
Age International menjelaskan bahwa negara berkembang memiliki 
waktu  yang lebih sedikit untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan 





Pertambahan populasi lansia di sisi lain merupakan perayaan, 
 sebab merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang diukur 
 dengan indeks pembangunan manusia berdasarkan tiga hal yaitu; 
 ekonomi yang  diukur dengan pendapatan perkapita, pendidikan yang 
 diukur dengan angka rata-rata melek huruf dan lamanya sekolah, serta 
 kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup. Maka, dapat 
 dikatakan bahwa kesejahteraan suatu negara berbanding lurus 
 dengan usia harapan hidup penduduk pada negara tersebut (Saputro, et 
al., 2015).  
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk 
terbanyak di dunia juga mengalami peningkatan jumlah lansia. Data 
statistik dan proyeksi kependudukan menyatakan bahwa jumlah warga 
negara yang termasuk dalam kategori lanjut yang memiliki rentang usia 
65-70 tahun pada tahun 2000 berjumlah 22,7 juta jiwa. Jumlah tersebut 
terus bergerak, hingga pada tahun 2020 diperkirakan akan berjumlah 
30,1 juta jiwa, atau sekitar 10 persen dari total jumlah penduduk 
Indonesia (Statistik, 2013, p. 49). 
Dalam kurun waktu 2004-2015 telah terjadi peningkatan Usia 
Harapan Hidup (UHH) yang sangat signifikan.  Menurut Infodatin 
(Pusat Data dan Informasi) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 
dalam kurun waktu 2004-2015, memperlihatkan adanya peningkatan 
UHH di Indonesia dari 68,6 tahun menjadi 70,6 pada tahun 2009. 
Peningkatan UHH ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah lanjut 
usia (RI, 2019) 
Merujuk pada data demografi jumlah populasi Lanjut Usia, 
Populasi lansia di Indonesia diprediksi meningkat lebih tinggi daripada 
pupulasi Lansia di dunia setelah tahun 2100, seperti tampak pada 







Gambar 1.1 Proporsi Penduduk Lansia di Indonesia dan Dunia 
Tahun 2013, 2050, dan 2100 
Sumber Gambar : Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI 
Prediksi tersebut dibuat berdasarkan pertumbuhan rata-rata 
populasi lansia setiap tahunnya. Jika pada tahun 2013 populasi lansia di 
Indonesia sebesar 8,9%, maka pada tahun 2100 menjadi 41%. 
Sementara populasi lansia di dunia pada tahun 2013 sebesar 13% dan 
pada tahun 2100 menjadi 35,1%.  Artinya, Indonesia akan memasuki 
fase aging population dimana kelompok populasi lansia, lebih banyak 
jumlahnya dibanding kelompok populasi lainnya.   
Semakin bertambahnya populasi lansia juga berimplikasi pada 
piramida kependudukan Indonesia. Saat ini, piramida kependudukan 
Indonesia masih bersifat expansif. Piramida ini menjelaskan bahwa 
sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda, 






tinggi. Kelompok umur muda ini akan menjadi bonus demografi pada 
tahun 2035 yang akan datang. Namun, transisi demografi yang kian 
cepat secara perlahan namun pasti membuat piramida kependudukan 
Indonesia menjadi lebih dinamis dalam setiap 10 tahun (hasil sensus 
penduduk). Tingkat kelahiran yang semakin berkurang, dan usia 
harapan hidup yang terus meningkat membuat piramida kependudukan 
berubah dan mulai mengembung di tengah dengan proporsi penduduk 
menengah dan tua yang kian bertambah, seperti tampak pada gambar di 
bawah ini :  
Gambar 1.2 Piramida Kependudukan Indonesia Tahun 2015-2035 
 
 
Pada tahun 2035, Indonesia akan mengalami bonus demografi, 
dimana populasi dengan usia produktif menempati jumlah terbesar dari 





kelompok populasi tersebut beberapa puluh tahun kemudian akan 
menjadi lansia,  
seperti yang diprediksi oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 
bahwa pada tahun 2100 jumlah populasi lansia Indonesia akan mencapai 
41 persen dari keseluruhan total populasi. Pada saat itu, piramida 
kependudukan Indonesia  akan menjadi piramida konstruktif yang 
mengembung di atas, dimana jumlah populasi lansia lebih banyak dari 
kelompok populasi lainnya. Kondisi ini tentu membutuhkan berbagai 
strategi dan dipersiapkan  secara matang. 
Peningkatan jumlah lansia membawa implikasi pada berbagai 
aspek kehidupan, terutama kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam 
memberikan pelayanan terbaik kepada lansia dan ketersediaan kebijakan 
yang berpihak pada lansia. Secara fisik, lansia secara natural mengalami 
penurunan kemampuan, daya tahan fisik, dan rentan terhadap berbagai 
penyakit. Di dalam kehidupan masyarakat, lansia sering mendapat 
pandangan yang stereotif bahwa lansia adalah kelompok populasi yang 
cenderung sakit-sakitan, tidak produktif, menjadi beban keluarga, dan 
seolah menjadi warga negara kelas dua yang marjinal. Padahal, lansia 
ada dan tercatat sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban 
yang sama dengan warga negara lainnya sebagaimana terdapat dalam 
pasal 27 (BAB X) UUD 1945.  
Sebagai negara yang mulai memasuki fase populasi menua. 
Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian strategi yang 
dituangkan dalam beberapa kebijakan terkait bidang kelanjutusiaan. 
Secara konstitusional, kedudukan, hak, dan kewajiban lanjut usia 
tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2): ”Tiap-tiap warga negara 
Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”; Pasal 28 huruf H ayat (3): “setiap orang berhak atas 
jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 
sebagai manusia yang bermartabat”, Pasal 34 ayat 2 (amandemen 





negara” dan (2): ”negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Hal tersebut menegaskan 
bahwa sesungguhnya, Negara Indonesia telah memiliki prinsip-prinsip 
dasar pemenuhan hak-hak  warga negara (Pustaka Sandro Jaya Jakarta, 
2009, hlm.18, 19, 23). 
Untuk merealisasikan jaminan konstitusional tersebut, 
pemerintah memiliki beberapa kebijakan dan program terkait lansia, 
yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 
Lanjut Usia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, dan Undang-
Undang Nomor 17/2007 tentang Jaminan Sosial Nasional (JSN) yang 
bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial 
bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, 
termasuk ketika memasuki usia lanjut atau pensiun. Hal ini sekaligus 
menjadi indikator bahwa negara telah melakukan upaya pemenuhan hak 
konstitusional warga negara. Selanjutnya, pemerintah juga telah 
membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia melalui Keputusan Presiden 
Nomor 52 tahun 2004. Komisi ini bertugas sebagai koordinator usaha 
peningkatan kesejahteraan lanjut usia di Indonesia.  
Beberapa contoh program pemerintah dalam rangka memberikan 
jaminan sosial dan perlindungan lansia adalah hadirnya BPJS (Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang memberikan jaminan 
kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan hari 
tua dan jaminan kematian. Pelayanan kesehatan memang sangat 
dibutuhkan oleh lansia. Mereka rentan terhadap penyakit, yang 
disebabkan oleh usia maupun karena penyakit. Namun, karena 
keterbatasan fisik dan mental, mengakibatkan lansia tidak selalu 
menggunakan haknya. Sementara Undang-Undang Kesehatan yang ada 
tidak mengatur secara komprehensif penyediaan pelayanan medis bagi 
lanjut usia. Seorang lansia tetap harus antri sejak pagi hingga siang 





fasilitas umum belum ramah lansia, sebab pelayanan terhadap lansia 
bukan hanya pada aspek kesehatan, namun juga pada aspek-aspek lain 
yang harus dilakukan 
 
 secara terus menerus sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 9  
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. 
Selain itu, pemerintah juga telah membuat beberapa program 
untuk lansia, seperti Posyandu Lansia, Karang Lansia, Rumah Sehat 
Lansia, Taman Lansia, dan sebagainya namun belum berfungsi secara 
baik. Pramono dan Fanumbi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 
“Permasalahan Lansia di Daerah Terpencil” menemukan bahwa 
Posyandu Lansia belum berfungsi secara efektif, cakupan program 
sangat kurang, informasi kegiatan minim, serta tenaga kader belum 
optimal. Pemenuhan hak-hak lansia sebagai warga negara memang 
masih sangat minim dan memprihatinkan. Belum tampak kebijakan 
yang komprehensif  jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang 
lebih perhatian terhadap lansia. 
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementrian Negara 
Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Kementrian PPN/Bappenas, 2015)  tampak bahwa di 
beberapa negara, lansia diperlakukan berbeda-beda. Di Thailand, lansia 
mendapatkan pelayanan  kesehatan, keagamaan, perlindungan hukum, 
penyediaan pemakaman, aktivitas sosial, pekerjaan, program pelatihan 
volunteer untuk lansia, dan jaminan sosial berupa dana pensiun. 
Pemerintah Thailand juga mengadakan program jaminan sosial berupa 
jaminan kesehatan, membuat Senior Center in Community, Perencanaan 
Keuangan Lansia, dan tempat tinggal. Di Thailand juga berdiri  klub-
klub lansia. Saat ini tercatat sebanyak 12.000 Club Senior Citizen di 
Thailand. 
Di China, sejak tahun 2010 telah dibuat perencanaan strategis 





China. Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah China adalah 
mengembangkan industri jasa yang melibatkan lansia dan merevisi UU 
tentang Hak dan Perhatian Lansia untuk penguatan perlindungan 
berbasis keluarga, jaminan sosial, dan manfaat sosial lainnya, termasuk  
lingkungan yang ramah lansia. Pemerintah China juga menerapkan 
kebijakan 3-tier care service provision: yaitu  perhatian berbasis 
rumah/keluarga, perhatian berbasis masyarakat dan perhatian berbasis 
institusi. 
Di Korea Selatan, diberlakukan kebijakan nasional untuk 
menjamin kesejahteraan lansia. 20-30% pajak pemerintah pusat adalah 
untuk jaminan lansia, kontribusi iuran kesehatan 4,05%, penyediaan 
berbasis rumah, komunitas dan panti, mencakup seluruh penduduk yang 
berusia 65 tahun ke atas atau penduduk yang berusia dibawah 65 tahun 
namun mengidap penyakit terkait usia lanjut. Mengenai siapa yang 
berhak menerima program-program tersebut adalah mereka yang telah 
di asesmen dengan 53 pertanyaan terkait mekanisme seleksi yang ketat. 
Di Jepang, telah memiliki Jaminan Jangka Panjang terhadap 
Lansia. Konstribusi iuran Long Term Care 1/3 dari penduduk berusia 
>65 tahun, 2/3 dari penduduk berusia 40-64 tahun, ditambah dengan  
pajak pemerintah pusat dan daerah. Kontribusi dari penduduk >65 tahun 
dikelola oleh pemerintah daerah. Kontribusi dari penduduk berusia 4–64 
tahun dikelola oleh pemerintah pusat dan didistribusikan kepada 
pemerintah daerah. Pemberian jaminan diberikan kepada warga negara 
lansia yang telah diasesmen dengan 79 item pertanyaan. 
Pemerintah Indonesia, selama ini telah mencanangkan berbagai 
program  terkait dengan Lansia, seperti Peringatan Hari Lanjut Usia 
Nasional (HLUN) pada setiap tanggal 29 Mei sebagai moment untuk 
meningkatkan kesadaran/perhatian masyarakat terhadap kesejahteraan 
lansia. Kementrian Kesehatan RI dalam Puncak Peringatan HLUN 





dapat digunakan sebagai payung hukum semua daerah dalam rangka 
percepatan pengembangan program kesehatan lansia. 
Dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan yang dibuat oleh 
Kementrian PPN/Bappenas tentang perlindungan sosial lanjut usia 
dijelaskan bahwa saat ini, Indonesia sebagaimana negara-negara lainnya 
yang telah disebutkan di atas juga tengah mencoba menerapkan Long 
Term Care (Perawatan Jangka Panjang) terhadap lansia, dengan tujuan; 
(1) Bantuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari mencakup kegiatan 
perawatan diri, mobilisasi, menggerakan anggota tubuh, berpakaian, 
mandi, dan sebagainya; (2) Bantuan untuk melakukan aktivitas 
instrumental sehari-hari yakni kegiatan yang mendukung kemandirian 
(membersihkan rumah, memasak, belanja, mengunjungi dokter, 
mengatur keuangan dan lain-lain; (3) Layanan pemeliharaan kesehatan. 
Perawatan Jangka Panjang terhadap lansia di atas, masih dititik beratkan 
pada peran-peran domestik dan membantu lansia yang diposisikan tak 
berdaya, sehingga membutuhkan bantuan. Pemaknaan ini  tentu sangat 
menarik untuk dikaji, terlebih Indonesia akan memasuki periode ageing. 
Dalam Kebijakan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan oleh 
Bappenas, dijelaskan bahwa fokus pembangunan terkait lansia 
ditekankan pada LTC (Long Term Care), dengan tiga komponen utama 
yaitu Pemerintah (penyedia system asuransi LTC dan layanan berbasis 
institusi), Masyarakat (penyediaan berbasis komunitas), dan rumah 




















Sumber Gambar : (Kementerian PPN, 2015. Hlm. 16)   
Merujuk kepada hal tersebut,  penanganan tentang persoalan-
persoalan lansia tidak hanya bersifat struktural (pemenuhan hak-hak 
lansia sebagai warga negara) namun juga secara kultural, mengingat 
penyediaan layanan Long Term Care berbasis pada keluarga, 
masyarakat dan pemerintah. Ketiganya merupakan komponen yang 
saling terkait dan terintegrasi. Jika selama ini lansia seolah menjadi 
tanggungjawab pemerintah saja, maka masyarakat harus dibangkitkan 
kesadarannya untuk bersama-sama menghadapi booming lansia, sebagai 
wujud dari tanggungjawab sebagai warga negara (civic responsibility), 
sehingga pada gilirannya lansia dapat menjalani kehidupannya dengan 
tenang dan bahagia dengan dukungan keluarga, masyarakat, dan negara.  
Dalam perspektif kultural, secara universal terdapat pandangan 
umum yang meyakini bahwa pada diri seorang lansia terdapat 
kebijaksanaan dan kearifan sebagai hasil dari proses panjang 
mengarungi kehidupan yang penuh dengan dinamika. Maka, sudah 
sepantasnya lansia mendapat kedudukan yang terhormat. Secara 
sosiokultural, seorang manusia lanjut usia memiliki kedudukan dan 





yang dianut oleh masyarakat dimana lansia tersebut tinggal. Eksistensi 
seorang lansia dipahami secara berbeda antara negara-negara yang 
memiliki kultur kolektifistik dengan individualistik. Pada sebuah studi 
yang dilakukan oleh Gerben dkk dari Universitas Nijmegen Belanda 
(Westerhof, 2000) diungkap bahwa pada kultur masyarakat kolektifistik 
lansia lebih banyak menjalankan fungsi sebagai pengasuh cucu dan 
lebih banyak melakukan peran-peran pengontrol kehidupan anak-
anaknya, kebahagiaan mereka adalah ketika telah menjadi nenek atau 
kakek dan dapat menemani cucu  bermain. Hal ini berbeda dengan 
masyarakat individualistik, ketika menjadi lansia mereka mengatakan 
bahwa mereka menjadi individu yang merdeka, yang bebas melakukan 
apa yang mereka suka dan membuat rencana-rencana untuk melakukan 
sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sosialnya.  
Pada beberapa negara terdapat nilai-nilai kearifan yang relatif 
sama tentang lansia. Pada masyarakat Mongolia, mereka memiliki 
prinsip bahwa orangtua yang matang adalah anugrah surga (Foster & 
Anderson, 1986). Berdasarkan keyakinan itu, semua orang 
mengharapkan masa-masa menjadi lansia, karena ia akan memperoleh 
penghormatan dan penghargaan sebagai anugrah surga.  Demikian pula 
pada masyarakat Jepang. Lansia adalah orang yang harus dihormati dan 
dijunjung tinggi, yang dibuktikan dengan penyediaan berbagai fasilitas 
dan pelayanan kesehatan yang baik bagi lansia. Jepang juga memiliki 
hari besar nasional yang digali dari kearifan local masyarakat Jepang 
yang dikenal dengan istilah Keiro-no-Hi, yaitu hari penghormatan orang 
lanjut usia. Hari tersebut menjadi hari libur nasional, dimana di seluruh 
organisasi dan perusahaan mengadakan berbagai acara atau  kegiatan 
untuk memberikan kegembiraan dan pelayanan terbaik pada lansia. 
Pada sisi lain, ada juga bangsa yang melakukan hal sebaliknya 
pada lansia,  misalnya tradisi Thalaikoothal pada masyarakat Tamil 
Nadu di  India. Yaitu, membunuh orangtua yang sudah lanjut usia. 





Times, umumnya yang melakukan adalah penduduk desa Madurai. 
Virudhunagar dan Teni. Umumnya dilakukan karena keluarga memiliki 
kesulitan finansial untuk merawat dan memberi makan orang yang 
sudah tua (Travel, 2019). 
Pada masyarakat asli Indonesia, secara sosiokultural adat istiadat 
mengajarkan untuk memuliakan dan menghormati orang tua. Sebagai 
masyarakat kolektif, jaminan sosial orangtua adalah anak-anak dan 
saudara-saudaranya, sebab mereka semua berkewajiban untuk 
menyantuni dan memelihara orangtua. Dalam studi pendahuluan yang 
dilakukan oleh peneliti, 96% responden menyatakan bahwa 
menghormati orangtua merupakan nilai luhur bangsa. 
Gambar 1.4 Pendapat Tentang Penghormatan terhadap orangtua 
dan orang lanjut usia 
 
Sumber : Diolah dari hasil survey yang dilakukan oleh Peneliti, 2019 
Nilai luhur atau Civic Virtue (kebajikan) yang hidup dan 
berkembang pada masyarakat Indonesia berwujud dalam berbagai 
bentuk. Pada masyarakat Nias, masa tua adalah masa dimana seseorang 
akan bertindak sebagai penasehat yang selalu dipatuhi karena orangtua 
sangat patut dihargai dan dipercaya. Seorang lansia memiliki banyak 





hlm. 55). Para orang tua yang sudah lanjut usia dilayani sangat baik dan 
hati-hati. 
Pada suku bangsa Jawa, lansia merupakan kelompok populasi 
yang dipandang layak menerima penghormatan yang tinggi, karena 
mereka memiliki kelebihan dalam hal pengetahuan kebatinan dan 
pengalaman hidup. Namun jika ia pikun, maka penghormatan menjadi 
berkurang (Geertz, 1985, hlm.149). Penggunaan bahasa kepada 
orangtua berbeda dengan yang lain, bahkan pada sebagian masyarakat 
Jawa ada yang menyembah terlebih dahulu sebelum berbicara dengan 
orangtua (Koentaraningrat, 1994, hlm.273). Lansia memiliki kehidupan 
yang tenang dan tugasnya mengasuh keluarga. Demikian pula pada 
suku-suku lain, dimana orangtua menjadi tempat untuk meminta nasehat 
dengan bekal kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang mereka miliki. 
Namun demikian, seiring dengan perubahan zaman dengan 
segala atribut yang mengikutinya, dimana gaya hidup pragmatis, 
materialis dan individualis menjadi instrumen budaya baru yang 
menghinggapi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang berada 
di kota-kota besar, pandangan dan kedudukan  lansia pun mengalami 
pergeseran yang cukup signifikan.  Lansia seolah menjadi beban hidup 
yang terpisah dari lingkungan sosialnya dan diabaikan oleh keluarga. 
Sementara pada sisi lain, menurut Kuypers dan Bengston (1973)  dalam 
Santrock ( 1995, hlm.239) lansia secara internal cenderung mengalami 
fungsi psikologis negatif yang dibawa oleh pandangan-pandangan 
negatif dunia sosial terhadap lansia dan tidak memadainya pelayanan 
untuk lansia (Teori Rekonstruksi Gangguan Sosial) . Artinya, secara 
internal dan eksternal lansia mengalami persoalan yang membuat 
dirinya seolah terpisah dari lingkungan sosialnya. Rekonstruksi sosial 
dapat terjadi dengan mengubah (kembali) pandangan dunia sosial 
terhadap orang-orang dewasa lanjut (lansia) dan dengan menyediakan 





Ibnu Darmawan (Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Semarang) dalam penelitiannya yang berjudul Urgensi peraturan daerah 
terhadap perlindungan sosial bagi penduduk Lanjut Usia di Provinsi 
Jawa Tengah “mengungkap kasus-kasus yang dialami oleh lansia, 
misalnya kasus yang dialami oleh nenek Ginah (65 tahun) di Kabupaten 
Banjarnegara yang hidup sebatangkara dan terpaksa tidur di Pos 
Siskamling. Selain nenek Ginah 65 tahun yang lebih memprihatinkan 
bernama Tugiati seorang perempuan lanjut usia berumur 82 tahun dari 
Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal mengakhiri hidupnya, 
membakar diri dengan menyiramkan jerigen berisi minyak tanah serta 
mematikkan korek api ke tubuh yang sudah dibasahi minyak tanah 
tersebut sehingga terbakar, diduga motif Tugiati melakukannya karena 
depresi akibat ditinggal keluarganya. Deretan kasus-kasus serupa 
bahkan menjadi fenomena umum; lansia yang menjadi pengemis, 
gelandangan, atau pemulung.  
Hasil Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan 
Sosial Lanjut Usia yang dilakukan oleh Kementrian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 
menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) permasalahan lanjut usia, yaitu ; 
(1) secara ekonomi, lansia sudah tidak lagi produktif, sehingga 
pendapatannya berkurang atau hilang sama sekali, maka lansia sering 
dianggap sebagai beban keluarga; (2) secara psikologis, lansia 
merupakan kelompok populasi yang mesti mendapatkan perhatian yang 
lebih dan spesifik, lansia sering berada di titik frustasi karena merasa 
tidak mampu melakukan kegiatan yang dulu sering dilakukannya. 
Maka, lansia membutuhkan penanganan yang serius dan hati-hati; (3) 
secara sosial, lansia ingin dihormati dan diberikan ruang serta 
kesempatan dan aktivitas untuk beraktualisasi dan berinteraksi dengan 
orang lain. Maka, lansia dapat dijadikan tempat bertanya atau memberi 
masukan, sebab lansia memiliki kebijaksanaan dan kemampuan berpikir 





mengalami masalah degeneratif yang kompleks; (5) secara psikis, lansia 
membutuhkan bantuan dan perawatan dari orang lain, perlindungan dari 
tindakan kriminal, termasuk perlindungan dari bencana alam 
(Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, 2015). Lansia, merupakan kelompok populasi yang 
dikasihani karena kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, 
sebagaimana hasil survey yang dilakukan peneliti, 
Gambar 1.5  Lansia adalah kelompok populasi yang wajib 
dikasihani 
 
Sumber : Diolah dari hasil survey yang dilakukan oleh Peneliti, 2019 
Jika dicermati secara mendalam, permasalahan-permasalahan 
kelanjutusiaan yang telah diidentifikasi tersebut, bermuara pada adanya 
pandangan negatif tentang dunia sosial orang-orang lanjut usia  (teori 
rekonstruksi gangguan sosial). Masyarakat (kelompok populasi lain) 
melihat lansia sebagai “tidak mampu” dan membangun label yang 
stereotif terhadap orang-orang lanjut usia (Santrock, 2002, p. 239). 
Label itu sejak tahun 1969 oleh Robert Neil Butler diperkenalkan 
dengan istilah Ageisme. Ageisme merupakan bentuk diskriminasi yang 
ditoleransi secara sosial, menganggap lansia tidak produktif, dan ini 
merupakan sebuah masalah yang sangat serius (Robertson, 2017). 





Ageisme merupakan isme ketiga selain rasisme dan seksisme (Nelson, 
2002, p. ix). Pandangan stereotif  ini secara perlahan akan memengaruhi 
lansia, dan akhirnya mulai terpenuhi dengan sendirinya.  
Berbagai riset yang telah dilakukan telah mengumpulkan banyak 
bukti, bahwa Ageisme berdampak buruk terhadap seseorang. Lyons, dkk 
(2017) menemukan bahwa Ageisme dapat merusak mental seseorang, 
yang meliputi depresi, cemas, stress, dan pada akhirnya mengganggu 
system kekebalan tubuh lainnya (Lyons, et al., 2017). Ageisme 
mengarah pada marginalisasi lansia di dalam  komunitas dan berdampak 
negatif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Direktur Perencanaan 
Kependudukan dan Perlindungan sosial Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Maliki, menegaskan bahwa hal yang paling 
mendasar dari berbagai strategi yang dilakukan pemerintah untuk 
menjawab permasalahan-permasalahan kelanjutusiaan adalah dengan 
perubahan persepsi. Bagaimana pemerintah tidak mengganggap lansia 
sebagai beban yang sakit-sakitan dan tidak mampu melakukan apa-apa 
(ORB Media- Tempo.Co, 2018). 
Pernyataan tersebut didukung oleh ORB-Media yaitu sebuah 
organisasi jurnalistik yang berbasis di Washington DC dan menjadi 
Lembaga mitra Tempo Group. Melalui sebuah penelitian yang 
dilakukan ORB pada tahun 2018, membuktikan bahwa terdapat korelasi 
antara persepsi positif terhadap kelanjutusiaan dengan kesejahteraan 
lansia. ORB merupakan Lembaga partner Tempo Group. Penelitian ini 
sangat signifikan maknanya, di tengah situasi populasi dunia yang 
sedang menua ( (ORB Media- Tempo.Co, 2018). ORB kemudian 
mengkorelasikan hasil survei di atas dengan data-data di level negara. 
Terdapat 3 hubungan yang signifikan, berdasarkan hasil analisis ORB, 
yaitu; pertama, semakin tinggi level respek berdasarkan hasil survei itu, 
semakin kecil kemungkinan lansia di negara itu yang berada digaris 
kemiskinan; kedua, semakin tinggi level respek, maka kian tinggi pula 





tinggi level respek terhadap lansia, semakin tinggi pula level kesehatan 
fisik lansia di negara itu. 
  Ageisme merebak dan berkembang dengan  cara yang masif, 
maka, upaya mengatasinya pun  harus  melalui gerakan yang sistematis, 
terencana, dan masif pula. Tindakan ini menjadi sangat penting artinya 
di tengah situasi dunia yang terus menua. Pada tahun 2016, WHO 
(World Health Organization) mendapat amanah untuk mengkoordinir  
kampanye global untuk memerangi Ageisme. Kampanye global untuk 
memerangi Ageisme akan menyediakan platform untuk mengubah 
sikap terhadap usia dan penuaan dan untuk bekerja sama untuk 
membangun dunia yang inklusif dari segala usia. Perubahan-perubahan 
ini sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan di 
sepanjang kehidupan dan hanya akan mungkin melalui tindakan 
bersama.  
Memerangi Ageisme dan merekonstruksi kembali pandangan-
 pandangan positif tentang lansia, sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal 
 yang dimiliki  bangsa Indonesia merupakan upaya kultural yang 
 massif untuk  menjamin kesejahteraan lansia. Jika merujuk pada Global 
 Citizenship Education yang dikeluarkan oleh UNESCO pada 
 tahun 2015, maka isu-isu yang berkaitan dengan kelanjutusiaan 
 dapat direkomendasikan menjadi wacana baru dalam Pendidikan yang 
 inklusi. Hal ini merujuk pada  dimensi konseptual utama Pendidikan 
 kewarganegaraan global, yaitu; Kognitif, untuk memperoleh 
 pengetahuan, pemahaman dan keterkaitan dan saling ketergantungan 
dari  berbagai negara dan  kelompok populasi; Sosio-emosional, 
untuk  memiliki rasa  memiliki terhadap kemanusiaan yang sama, 
berbagi nilai  dan tanggung  jawab, empati, solidaritas, dan rasa 
hormat terhadap perbedaan dan keragaman (inklusi); Perilaku, untuk 
bertindak secara efektif dan bertanggung jawab di tingkat lokal, nasional 
dan global untuk dunia yang lebih damai dan berkelanjutan (UNESCO, 





Dalam jangka panjang, anti Ageisme selayaknya 
direkomendasikan menjadi salah satu isu yang harus 
 dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan Global dan 
menjadi wacana Pendidikan  yang inklusif. Inklusivitas, yang 
mengusung gagasan bagaimana manusia dapat menerima dan hidup 
dalam perbedaan; ras, jenis kelamin, dan usia sebagai tiga variabel yang 
digunakan untuk mengkategorisasi manusia, sebagaimana disampaikan 
Kunda (1999) dalam Nelson (2002). 
Merujuk pada pemikiran tersebut, maka Pendidikan 
Kewarganegaraan memiliki peranan sentral dalam menganalisis isu-isu 
kelanjutusiaan terutama dalam merespon berbagai permasalahan sosial 
yang ditimbulkan oleh semakin bertambahnya populasi lansia. Selama 
ini Pendidikan Kewarganegaraan lebih fokus pada warga negara muda, 
terutama dalam konsteks politik. Sebagaimana yang dinyatakan  Cogan 
(Nurmalina dan Syaifullah, 2008, hlm. 3) bahwa Pendidikan 
kewarganegaraan atau civic education adalah mata pelajaran dasar yang 
dirancang untuk mempersiapkan para warga negara muda untuk 
mendorong peran aktif mereka di masyarakat setelah mereka dewasa. 
Sementara itu, lansia sebagai fase akhir periodisasi kehidupan 
manusia justru terabaikan. Padahal dalam beberapa puluh tahun kedepan 
Indonesia akan menjadi negara “ageing” dimana populasi lansia lebih 
besar daripada populasi kelompok lainnya. Maka, idealnya warga 
negara harus dipersiapkan untuk memasuki fase tersebut. Pada tahapan 
ini, Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peranan penting, baik 
dalam konteks persekolahan (civic education) maupun dalam konteks 
sosiokultural (citizenhip education). Lembaga persekolahan menjadi 
agen sosialisasi yang penting untuk menanamkan dan merekonstruksi 
kembali nilai-nilai kearifan local yang respek terhadap lansia. 
Bappenas mengungkap bahwa population ageing harus selalu 
terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional, termasuk 





dalam tataran operasional. Untuk itu pemerintah sangat membutuhkan 
masukan dari berbagai hasil kajian dan riset tentang lansia. Berdasarkan 
kondisi-kondisi di atas, maka penelitian mengenai lansia memiliki peran 
strategis. Untuk menyiapkan berbagai kebijakan yang tepat sasaran 
terhadap lansia, maka perlu dikaji mengenai konstruksi makna lansia 
sehingga didapatkan gambaran yang utuh. Pada sisi lain teramat perlu 
untuk dikaji mengenai pemenuhan hak-hak lansia oleh negara. 
Keduanya dikaji dalam konteks perspektif pendidikan kewarganegaraan 
yang pada gilirannya dapat membangun konseptualisasi Pendidikan 
Kewarganegaraan secara komprehensif.  
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan lansia di Indonesia cukup kompleks dan beragam, 
baik secara kultural maupun struktural. Dari berbagai permasalahan 
yang telah dikemukakan di atas, maka fokus permasalahan dalam 
penelitian ini adalah; Pertama, menggali secara mendalam  mengenai 
persepsi diri lansia dalam konteks mikro, sosial budaya (meso), dan 
negara (makro) sehingga akan terbangun sebuah konstruksi makna yang 
objektif dan komprehensif tentang lansia. Kedua, mengidentifikasi dan 
menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lansia,  
dalam kehidupan sosialnya sebagai warga negara. Ketiga, mengkaji 
secara mendalam mengenai pemenuhan hak-hak lansia sebagai warga 
negara yang termaktub dalam kebijakan pemerintah sesuai dengan 
ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang akan 
dikonfirmasi dengan implementasinya pada tataran operasional. 
Keempat, penelitian ini akan mengupas secara mendalam mengenai 
kedudukan lansia dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, sebab 
PKN merupakan kajian yang menjawab persoalan-persoalan empirik 







 Maka, rumusan masalah penelitian dapat disusun sebagai 
berikut:  
1. Bagaimana persepsi diri lansia (mikro)? 
2. Bagaimana konstruksi sosial lansia dalam masyarakat (meso)? 
3. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjamin 
kesejahteraan lansia dan  implementasinya dalam tataran operasional 
(makro)? 
4. Bagaimana konstruksi makna dan upaya peningkatan kesejahteraan 
lansia dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu: 
1.3.1 Tujuan khusus 
a. Untuk mengetahui persepsi diri lansia 
b. Untuk mengetahui konstruksi sosial lansia dalam masyarakat 
c. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap lansia 
dan implementasinya pada tataran operasional. 
d. Untuk mengkaji secara mendalam mengenai konstruksi makna dan  
upaya peningkatan kesejahteraan lansia  dalam perspektif  
Pendidikan Kewarganegaraan. 
1.3.2 Tujuan Umum 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
kontribusi akademis kepada pemerintah dalam membuat berbagai 
kebijakan di bidang kelanjutusiaan, melengkapi berbagai hasil penelitian 
dalam bidang kelanjutusiaan, serta mengkaji secara lebih mendalam 
mengenai konstruksi makna  dan upaya meningkatkan kesejahteraan 







1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat dari Segi Teoretis 
Penelitian ini berusaha untuk mengkonstruksi  makna lansia 
melalui penelitian yang komprehensif dan mendalam. Makna yang 
berhasil dikonstruksi akan menjadi bangunan atau dasar pondasi untuk 
mendefinisikan lansia secara lebih obyektif yang diharapkan dapat 
menghasilkan konsep-konsep baru atau bahkan teori baru tentang lansia, 
selain teori-teori yang sudah ada. Secara teoritis, hasil penelitian ini 
dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dalam bidang 
kelanjutusiaan. 
a) Penelitian ini berusaha memenuhi rekomendasi dari Badan Perencana 
Pembangunan Nasional (Bappenas) yang membutuhkan masukan 
dari berbagai riset terkait  berbagai persoalan yang dihadapi lansia, 
secara kultural dan struktural yang akan berimplikasi pada kebijakan 
pemerintah. 
b) Secara khusus, penelitian ini juga akan mengkaji tentang bagaimana 
eksistensi lansia dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan 
(kurikuler dan sosio kultural). Artinya, akan ditelusuri dan dikaji 
secara mendalam apakah Lansia menjadi materi  atau terintegrasi 
(secara eksplisit atau implisit) dalam buku-buku pelajaran pada 
jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi, 
khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) atau mata kuliah Pendidikan  





1.4.2 Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat: 
a) Membangun konstruksi makna lansia melalui pendekatan metode 
fenomenologis (bagaimana lansia memaknai kehidupannya sendiri).  
b) Memberikan masukan kepada Kementrian Sosial, Kementrian PPN 
terkait dengan kondisi lansia di Indonesia dan bagaimana realitas 
pemenuhan hak-hak mereka oleh negara. 
c) Menjadi referensi praktis berbagai kalangan yang tertarik untuk 
meneliti lansia. 
1.4.3 Manfaat dari segi Isu dan aksi sosial 
a) Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai makna 
lansia yang selama ini hidup dan berkembang di masyarakat, serta 
tentang peranan penting lansia sebagai warga negara . 
b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, bahwa Indonesia 
akan memasuki periode population aging, artinya Indonesia harus 
menyiapkan diri dan membuat perencanaan yang matang untuk 
menyambut dan mengantisipasinya.  
c) Memotivasi masyarakat bahwa lansia adalah masa dimana segala 
kebaikan dan kebijaksanaan hidup yang diperoleh melalui 
pengalaman panjang kehidupan dapat didedikasikan dan 
dikontribusikan bagi bangsa dan negara. 
d) Aksi Sosial Tujuan akhir penelitian ini bermuara pada munculnya 
kesadaran masyarakat yang terwujud dalam gerakan filantropi 
penghormatan dan pemuliaan terhadap lansia.  
1.5 Struktur Organisasi Disertasi 
Struktur penulisan disertasi ini merujuk pada Panduan Penulisan 






BAB I pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan mengenai 
landasan pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan rasional  yang 
disertai dengan fakta, data, konsep, maupun hasil-hasil penelitian yang 
mendukung yang memperkuat argumentasi mengenai alasan mengapa 
tema ini menarik untuk dikaji baik secara sosial maupun akademis. Bab 
ini terdiri dari lima sub-bab, yaitu latar belakang penelitian, rumusan 
masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 
organisasi penelitian. 
BAB II kajian pustaka menjelaskan tentang berbagai konsep, 
generalisasi, teori, dan berbagai hasil temuan dari penelitian terdahulu 
yang dianggap relevan dan akan digunakan sebagai rujukan untuk 
mengkonfirmasi, mendiskusikan dan memperkuat temuan-temuan 
penelitian. Dalam konteks tema penelitian ini, berbagai konsep, 
generalisasi, dan teori yang relevan adalah teori konstruksi sosial, teori- 
teori gerontologi (teori penuaan), teori kesejahteraan, kajian pendidikan 
kewarganegaraan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang 
kelanjutusiaan yang dikumpulkan dari berbagai jurnal. 
BAB III metode penelitian menjelaskan mengenai pendekatan dan 
desain yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari desain 
penelitian, subyek dan lokasi penelitian, penjelasan istilah, metode 
pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik validasi data. 
BAB IV hasil dan pembahasan merupakan penjelasan rinci 
mengenai temuan dan pembahasan hasil penelitian yang disusun secara 
sistematis, terstruktur, detail, dan mendalam. Untuk melengkapi dan 
memberikan gambaran yang utuh mengenai temuan dan pembahasan 
hasil penelitian, maka dalam Bab ini dijelaskan mengenai deskripi 
lokasi penelitian, identitas subyek penelitian, temuan penelitian. 
Pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari sub sub pembahasan: (1) 
Persepsi diri lansia (mikro), (2) Konstruksi sosial lansia dalam 
masyarakat (meso) (3) Kebijakan pemerintah terhadap lansia dan 





makna dan upaya peningkatan kesejahteraan lansia dalam Perspektif 
Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil Pembahasan merupakan bagian 
yang mendiskusikan antara temuan dengan berbagai konsep, 
pendekatan, teori, dan berbagai literatur lainnya yang merupakan hasil 
penelitian terdahulu. 
Selanjutnya, pada BAB V berisi simpulan, implikasi, dan 
rekomendasi. Simpulan merupakan penegasan atas jawaban 
permasalahan penelitian, sementara implikasi merupakan akibat yang 
ditimbulkan oleh hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis 
untuk lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan semua pemangku 
kepentingan yang berwenang dalam bidang kelanjutusiaan, maupun 
untuk para akademisi yang konsen terhadap permasalahan-permasalahan 
kelanjutusiaan. Implikasi lain yang juga cukup penting dalam penelitian 
ini adalah terhadap kajian pendidikan kewarganegaraan sebagai core 
keilmuan penulis. Pada bagian akhir bab ini juga disajikan dalil-dalil 
penting yang dirumuskan berdasarkan hasil  penelitian.  
